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A. Pendahuluan

Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV merupakan Unit Pelaksana
Teknis di bidang standardisasi dan penyelenggaraan kemetrologian di wilayah Indonesia
Timur dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

BSML Regional IV dalam mewujudkan komitmen menjaga integritas dan akuntabiliitas
serta mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari
korupsi, BSML Regional 1V telah melakukan berbagai upaya pengendalian gratifikasi.
Upaya tersebut dilaksankan melalui evaluasi kebijakan, sosialisasi, dan pelaporan

gratifikasi.

Pencegahan praktik gratfikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan Tim
Pengendali Gratifikasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Pembentukan tim pengendali
gratifikiasi merupakan wujud konkret pelaksanaan peraturan menteri perdagangan
Republik Indonesia No. 38 Tahun 2021 tentang pengendalian gratifkasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Pengendalian gratifikasi di lingkungan BSML Regional IV yang telah berjalan
memerlukan adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat implementasi pengendalian
gratifikasi. Monitoring dan evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan
pencapaian pengendalian gratifikasi, dan mengetahui kekurangan dalam implementasi
atas kebiujakan pengendalian gratfikasi di lingkungan BSML Regional IV sehingga bisa

terus dilakukan perbaikan untuk masa mendatang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan

Gratifikasi;



4.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 75
Tahun 2023 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga,

Keputusan Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Nomor 170
Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan pada
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

C. Maksud dan Tujuan

1.

Maksud Penyusunan laporan pengendalian gratifikasi adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban Unit Pengendali Gratifikasi BSML Regional IV atas
pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi.

Tujuan penyusunan laporan pengendalian gratifikasi adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengendali
Gratifikasi BSML Regional IV pada periode semester Il Tahun 2023.

D. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Dalam Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, BSML Regional IV telah melakukan

beberapa hal sebagai upaya Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sampai dengan

Semester || Tahun 2023, yakni :

1.

Melakukan sosialisasi melalui Media Komunikasi berupa Banner, Spanduk, Digital
Sighage, Video Animasi terkait gratifikasi pada sudut ruangan kantor dan di media
sosial.

Monitoring  pelaporan  gratifikasi BSML  Regional IV melalui link

https://www.kemendag.go.id/s/wbsbsml4.

Monitoring penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
kepada Kementerian Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Penyampaian surat edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 05
Tahun 2023 tentang Pencegahan korupsi dan pengendalian Gratifikasi terkait hari
raya keagamaan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Mengundang para pegawai untuk mengikuti sosialisasi pengendalian gratifikasi
dilingukangan kementerian perdagangan melalui aplikasi zoom meeting yang
diselenggarakan Biro Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Kementerian

Perdagangan.


https://www.kemendag.go.id/s/wbsbsml4

6. Melaksanakan Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, dan Kaji Ulang Tim Fungsi
Kepatuhan anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
tahun 2023.

7. Terlaksanya Survaillance ke-ll SNI 1SO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti

Penyuapan oleh lembaga sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia

E. Laporan Gratifikasi

Sampai dengan periode Semester Il Tahun 2023, tidak terdapat aduan mengenai
adanya gratifkasi. Ada pun rekapitulasi atas pelaporan gratifikasi pada periode Semester
Il Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit organisasi.

No. Uraian Jumlah Laporan
Kepala BSML Regional IV

Sub Bagian Tata Usaha

Pelayanan Kemetrologian

Bimbingan Kementrologian
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Bimbingan Mutu
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Total

2. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan jenis.

No. Uraian Jumlah Laporan
1. Uang 0
2. Barang 0
3. Makanan 0
4. Lain-lain 0
Total 0

3. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai.

No. Uraian Jumlah Laporan Nilai
1. <1 Juta 0 Rp.0
2. 1 Juta — 10 Juta 0 Rp.0
3. >10 Juta 0 Rp.0
Total 0 Rp.0




F. Penutup

Komitmen yang tinggi sangat diperlukan dari seluruh komponen baik itu pegawai
maupun pelanggan dan stakeholder untuk mencapai keberhasilan program
pengendalian gratifikasi yang dalam hal ini merupakan bagian dari program

pemberantasan korupsi di lingkungan BSML Regional IV.

Sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi yang di dalamnya termasuk
gratifikasi, perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh
pegawai di lingkungan BSML Regional 1V, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman

dan budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi, seluruh
penyelenggara negara berwajiban menolak gratifikasi, Jika gratifikasi tidak dapat ditolak,
maka gratifikasi yang diterima dilaporkan kepada KPK secara langsung atau melalui Unit
Pengendali Gratifikasi BSML Regional IV Kementerian Perdagangan dengan
menggunakan sarana media pelaporan yang disediakan.

Demikian laporan ini disusun sebagai referensi bagi pemangku kepentingan untuk terus
membangun program-program dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang
bersih.

Gowa, 21 Desember 2023

Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional 1V

/

Aris Kusnandar
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Sosialisasi melalui Media Komunikasi berupa Banner, Spanduk, dan Digital Signage




Sosialisasi melalui Media Media Sosial

bsmiregionald
Kim Sung Hwan » Like a Baby

bsmiregional4 Halo #SahabatMetrologi

Sebagai wujud penerapan Zona Integritas dan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BSML Regional

SILAKAN SCAN QR CODE DI BAWAH INI IV, maka kami membuka layanan pengaduan baik yang berasal

dari masyarakat, instansi lain di luar BSML Regional IV, maupun

UNTUK PELAPORAN GRATIFIKASI dari internal BSML Regional IV. Pengaduan tersebut berupa
BSML REGIONAL IV laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Pegawai
BSML Regional IV yang berkenaan dengan tindakan Gratifikasi
dan Penyuapan.

Harapannya dengan layanan ini, kepercayaan pelanggan dan
masyarakat terhadap Instansi BSML Regional IV akan meningkat.

#ASNberakhlak #3M #Metrologilegal #tertibukur
#zonaintegritasbsml4 #masyarakatmelekmetrologi
#MenujuTataKelolaYangBaik #BanggaMelayaniBangsa
#kemendag #antipenyuapan #antipenyuapan37001 #gratifikasi

Link Pelaporan Gratifikasi
dan Whistle Blowing System (WBS) Penyuapan Di BSML Regional IV:

https://www.kemendag.go.id/s/wbsbsmli4

www.facebook.com,

fucebook Email or phone Password [ERLM Forgotten account?

BSML Regional IV
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Pelaporan gratifikasi melalui link https://www.kemendag.go.id/s/laporgratifikasibsml4.
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A. IDENTITAS PELAPOR
Nama Lengkap *
Tempat/Tgl Lahir *
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Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

DATA WAJIB LAPOR LHKAN MELALUI SPT
Periode Pelaporan 2022
Unit Kerja : BSML Regional IV
No Nama NIP Nama (pada NPWP) No. NPWP Tanggal Kirim Keterangan
SPT (Apabila Suamifistri
gabung harta)
1|Bambang Sutrisno 198712162012121002 |Bambang Sutrisno 67.935.119.7-805.000 27/02/2023 -
2|Baharuddin 198011272012121001 |Baharuddin 49.860.834.8-805.000 27/02/2023 -
3|Darmayanty Lice Chandra 198712012010122003 |Darmayanty Lice Chandra 68.338.668.8-801.000 27/02/2023 -
4|Eka Riyanto Tanggo 198201302009011006 |Eka Riyanto Tanggo 75.951.823.0-721.000 27/02/2023 -
5[Julvadly Purba 199407172020121015 |Julvadly Purba 91.276.441.2-414.000 13/04/2023 -
6[Lucky Paul 198602082012121002 |[Lucky Paul 54.169.063.2-801.000 27/02/2023 -
7 |Monika Morin 199605052020122028 |Monika Morin 41.514.912.9-804.000 27/02/2023 -
8[Muh.Zulkarnain 198203092009011004 |Muh.Zulkarnain 14.550.405.6-804.000 02/03/2023 -
9[Mursilatun 198809112012122003 |Mursilatun 88.642.239.3-523.000 27/02/2023 -
10{Nurul Yahady Tahir Mide 198612122012121001 [Nurul Yahady Tahir Mide 54.169.256.2-801.000 27/02/2023 -
11|Rachmat 198112092009121002 |Rachmat, ST 88.985.276.0-805.000 27/02/2023 -
12|Regina Ramadhania Perdana P 199701102019022004 |Regina Ramadhania Perdana P 85.129.628.5-445.000 27/02/2023 -
13|Reinald Maruli Silalahi 198707232009121001 [Reinald Maruli Silalahi 08.281.859.2-801.000 27/02/2023 -
14|Ridwan Hasan 198404112010011012 |Ridwan Hasan 70.642.521.2-801.000 27/02/2023 -
15|Ridwansyah 198002182008011004 |Ridwansyah 78.951.820.6-804.000 27/02/2023 -
16|Suharliati Nelsy Husain 197809172010122001 [Suharliati Nelsy Husain 78.288.732.7-805.000 27/02/2023 -
17| Taufiqgurrahman Kaenong 198212182009121001 [Taufiqurrahman Kaenong 88.985.277.8-805.000 27/02/2023 -
18|Verawati Palimbong 198010262010122001 [Verawati Palimbong, S.Hut, M.LKom | 15.932.240.3-804.000 27/02/2023 -
19|Yovian 198811102012121001 [Yovian 54.169.127.5-805.000 27/02/2023 -



https://www.kemendag.go.id/s/laporgratifikasibsml4

Penyampaian surat edaran tentang Pencegahan korupsi dan pengendalian Gratifikasi
terkait hari raya keagamaan

eoffice kemendag.go.id
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§ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
% INSPEKTORAT JENDERAL 7. Berdasarkan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
ptan. b1 Rihwan Raig oS Jarea 301 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
3455563, Fax.021-3455 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewajiban pelaporan dimaksud dapat
disampaikan kepada:

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

a. KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi melalui
aplikasi  pelaporan  Gratifikasi  Online  (GOL) pada tautan
https://gol.kpk.go.id, serta surat elektronik di alamat
pelaporan. gratifikasi@kpk.go.id; atau

Yth.

Para Pejabat Eselon |
di Lingkungan Kementerian Perdagangan

L

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian Perdag dalam
waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. UPG Kementerian

SURAT EDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA KEA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian
Gratifikasi Terkait Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Perdagangan wajib menjadi teladan
vang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian
dan penerimaan gratifikasi serta tidak memanfaatkan perayaan hari raya
untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

1

Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau
sebutan lain oleh pejabat dan pegawai Kementerian Perdagangan, baik secara
individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat,
perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang
dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana kerupsi.

“

Setiap Pejabat Eselon I diharapkan memberikan himbauan secara internal
kepada para pegawai di unit kerjanya untuk menolak gratifikasi dan
menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya
kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam
bentuk apapun kepada para pegawai di unit kerjanya.

b

Setiap Pejabat Eselon | diharapkan memberikan himbauan secara internal
agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi
Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

2]

Seluruh pejabat dan pegawai K ian Per wajib meny ikan
laporan apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

o

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan dapat disalurkan
sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang
membutuhkan, dan melaporkan kepada UPG Kementerian Perdagangan
(Inspektorat Jenderal) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

Perdagangan berada di Inspektorat Jenderal c.q. Sekretariat Inspektorat
Jenderal Gedung 1 Lantai 9

Demikian disampaikan, untuk dapat kita laksanakan bersama dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023

Inspektur Jenderal,

Frida Adiati

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.



Penyampian sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian

perdagangan
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Patokannya : Di hal Il DIPA, jd bukan hanya rkakl yg
digunakan sbg tools

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528440, 021-3858171 Ext. 32040 Fax.021-3441759
www.kemendag.go.id

Nomor  : KP.08.03/420/SJ-DAG.2/UND/06/2023 Jakarta, 9 Juni 2023
» 201600102 20230610 K Sifat 3

POE 30610132244.pdf Lampiran : -

Hal : Undangan Sosialisasi

Yth. 1. Para Direktur di lingkungan Direktorat
2. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat
3. Para Kepala Biro Di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi

Tim, Realisasi terus dipercepat, semua aktvts agar 4. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan
paralel dikerjakan

Tugas utama diselesakan. Yg dinas, tetap running

(Prepare sblm dinas atau standby sementara dinas)

Sosialissi hr ini. Seluruh Tim Keuangan : dihadiri

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan,
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan Sosialisasi
STATUS Rev DJA : Dok dim proses Es | Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan secara Hybrid pada:
Hari/Tanggal . Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Anggrek Gedung 1 Lt. 12
Teleconference melalui aplikasi zoom meeting
(Meeting ID: 879 7569 4307 Passcode: 946294)
Lembur bisa dicairkan kapan saja, tergtng kecukupan/ Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan Saudara dapat menugaskan
ketersediaon anggrn saat itu pegawai dilingkungan Saudara untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi secara

#Stay Work#

Update Info DJA

daring.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,

T/?/«a
—
Rusmin Amin

Tembusan:
Sekretaris Jenderal, (sebagai laporan).
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Pelaksanaan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen SNI ISO 37001:2016 tahun 2023
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Pelaksanaan Survaillance ke-Il SNI ISO 37001:2016 Tahun 2023

—
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